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Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terlebih 

di Kelurahan Mawar, Kota Banjarmasin.Responsivitas atau daya tanggap 

adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, 

menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai 

program pelayanan. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah 

kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi 

indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Jika kualitas 

pelayanan publik baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang 

dilakukan oleh aparatur pelayanan juga maksimal yang disertai dengan perilaku 

dan sikap yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan etika pelayanan, serta 

mempunyai tanggung jawab dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

The purpose of this study is to improve the quality of public services, especially 

in Mawar Village, Banjarmasin City. Responsiveness or responsiveness is the 

ability of an organization to identify community needs, prioritize needs, and 

develop them into various service programs. The quality of public services is 

the core of service performance. Service performance is an important point in 

the implementation of public services. The quality of public services is an 

indicator of the success of the public services provided. If the quality of public 

services is good, then it can be ascertained that the service performance carried 

out by the service apparatus is also optimal, accompanied by behavior and 

attitudes that uphold the values of morality and service ethics, and have high 

responsibility and professionalism in carrying out their duties and 

responsibilities. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 1 ayat 

(3) menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan”. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan terpenting dalam 

mewujudkan tujuan nasional sehingga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

nasional bergantung pada kesempurnaan aparatur negara. 

Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk disiplin 

dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di era otonomi daerah ini, kedisiplinan pegawai menjadi sangat 

penting karena kekuatan daerah berada pada aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama 

kedisiplinan dalam menjalankan tugas untuk mencapai hasil kerja yang sebaikbaiknya. Peraturan 
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Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum yang 

mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. 

Dari hasil observasi peneliti dikantor Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin peneliti menemukan 

permasalahan di lapangan yaitu salah satu warga kelurahan yang mengeluh saat pengurusan 

Administrasi. 

Dari uraian diatas dan berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Kelurahan Mawar 

Kota Banjarmasin, menunjukkan masih adanya keluhan dari masyarakat antara lain : ketidaktepatan 

waktu penyelesaian, pegawai yang susah ditemui pada saat berurusan, masih banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui dengan jelas mengenai prosedur pelayanan khususnya persyaratan yang harus 

dilengkapi. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, sangat menarik perhatian bagi penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul Responsivitas Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di 

Kantor Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin. 

METODE 

Menurut Suyono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan cara 

mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggambaran 

dan pemahaman terhadap suatu situasi, perilaku, atau kejadian, yang dikaji dalam konteks kehidupan 

sehari-hari, serta berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Dalam 

penelitian ini, data yang dikumpulkan tidak berupa angka atau statistik, tetapi lebih banyak berupa kata-

kata, teks, gambar, dan narasi yang dapat memberikan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti. 

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai kualitas pelayanan publik dalam bidang 

administrasi kependudukan di Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daya tanggap pegawai pelayanan dapat dilihat sebagai bentuk profesionalitas, ketepatan waktu, 

kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan publik. Terkait dengan hal ini, peneliti mengonfirmasi pada 

Kasi Pemerintahan Ibu Yulia  di Kelurahan Mawar  

“Sejauh ini kita sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Misal, kita 

berusaha melayani dengan waktu yang cepat dan performa yang baik. Intinya, jangan sampai 

masyarakat kecewa” 

Menurut penuturan Kasi Pemerintahan Ibu Yulia  di Kelurahan Mawar sudah menjalankan 

perannya sebagai gatekeeper pelayanan di Kelurahan Mawar.  

Wawancara pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 11.55 Wita 

Peneliti akan menjabarkannya dalam enam indikator responsivitas antara lain :  

Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

1. Pelayanan dengan cepat ini berkaitan target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan sesuai waktu 

yang telah ditentukan. Adapun kecepatan pelayanan ini dapat diukur dari tiga aspek atau tolak ukur, 

yaitu waktu dalam pengerjaan, lama waktu tunggu pengerjaan, dan sikap karyawan dalam bekerja. 

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

Tepat atau ketepatan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mengerjakan 

sesuatu sesuai dengan standar, prosedur, dan mampu mencapai tujuan. Ketepatan pelayanan dilihat 

dari dua hal, yaitu kesesuaian dengan prosedur dan minimnya kesalahan atau kendala yang terjadi. 

3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

Kecermatan berkaitan dengan reliability (kehandalan) penyedia layanan dalam memberikan 

pelayanan. Misal, kehandalan dalam mengoperasikan alat-alat penunjang pelayanan dan kehati-

hatian dalam memberikan pelayanan. 

4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
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Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. 

Merespon Setiap Pelanggan atau Pemohon  

5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan Indikator ini berkaitan 

dengan keramah-tamahan, willingness (kesediaan), sikap dan komunikasi yang baik, serta keadilan 

para penyedia layanan. 

6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

Bahwa setiap penyedia layanan harus menyediakan akses kepada masyarakat untuk dapat 

menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan solusi yang terbaik. 

 

 
Gambar 1. Proses Wawancara 

Kendala Yang Dihadapi Pegawai Dalam Daya Tanggap Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan 

Mawar 

Faktor internal kendala yang mempengaruhi responsivitas 

Faktor internal adalah faktor yang terjadi karena hambatan dari kantor kelurahan sendiri sebagai 

subjek terpenting dalam proses pelayanan, kendala atau faktor yang seringkali terjadi dikarenakan Lurah 

juga terkadang ada kegiatan di luar, yang mengakibatkan proses pembuatan surat atau dokumen tidak 

bisa langsung selesai karena menunggu tanda tangan lurah. Ada beberapa surat atau dokumen yang 

memang harus lurah yang menandatanganinya. Hal tersebut membuat proses pelayanan sedikit 

terhambat dikarenakan jaminan waktu yang tidak bisa diprediksi. 

Untuk sarana prasarana yang ada di dalam kantor sudah cukup memadai sehingga tidak menjadi 

hambatan, untuk masalah seperti diatas adalah suatu hal wajar terjadi seperti halnya pada pasal 15 ayat 

(17) dimana penyelenggara pelayanan diharuskan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk 

hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwewenang, 

berhak, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Faktor eksternal kendala yang mempengaruhi responsivitas 

Faktor eksternal adalah suatu faktor penghambat yang berasal dari luar kinerja pengurus kantor 

seperti dari faktor masyarakat, faktor pengetahuan masyarakat yang kurang memahami bagaimana 

prosedur atau susunan persyaratan berbagai bentuk keperluan keinginan masyarakat itu sendiri. Faktor-

faktor demikian sering kali terjadi dikarenakan kurang adanya sosialiasasi dari pihak terkait, hal ini 

menyebabkan terhambatnya pelayanan publik dikarenakan waktu yang kurang efektif.. 

SIMPULAN  

Responsivitas atau Daya Tanggap Pegawai dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kelurahan 

Mawar . Dari enam indikator penelitian Menurut Hardiansyah, 2020 menyatakan bahwa Kelurahan 

Mawar sudah memfasilitasi dengan baik setiap masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan dari 

merespon setiap pelanggan/pemohon, melakukan pelayanan dengan cepat, melakukan pelayanan dengan 

tepat, melakukan pelayanan dengan cermat, melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat dan semua 

keluhan pelanggan direspon oleh petugas sudah sangat baik walupun respon masyarakat ada sebagian 

masih menilai negatif akan tetapi semua berjalan dengan selaras sesuai dengan alur prosedur pelayanan 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Kendala Yang Dihadapi Pegawai Dalam Responsivitas Atau Daya Tanggap Dalam Pelayanan 

Publik Di Kantor Kelurahan Mawar salah satunya ialah karena kurangnya sumber daya manusia dan  

keterampilan/skill petugas pelayanan, juga sering terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti , seperti 

salah satu contoh yang kerap sekali terjadi yaitu tidak adanya Lurah di tempat dikarenakan sering 

menghadiri undangan acara di luar kantor sedangkan semua proses pelayanan di Kelurahan Mawar 

mengharuskan tanda tangan dan persetujuan yang bersangkutan, hal tersebut mengharuskan pengunjung 

menunggu sedangkan waktunya tidak tentu dan tidak bisa dipastikan kapan selesai nya administrasi 

tersebut selesai. Sedangkan faktor kendala eksternal yang sering terjadi di Kelurahan Mawar adalah 

keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur atau alur saat mengurus keperluan 

administrasi, hal tersebut membuat masyarakat harus datang dua sampai tiga kali ke Kelurahan 

dikarenakan tidak tahu apa saja yang harus dibawa sebagai persyaratan. 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Disarankan Pemerintah daerah memberikan pelatihan khusus kepada para ASN terutama bidang 

pelayanan dalam penguasaan skill dan keterampilan komputer. 

2. Disarankan bisa memberikan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat untuk menginformasikan 

mengenai persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan surat/dokumen. 

3. Perlu diadakan evaluasi setiap bulannya sebagai wujud pembelajaran atau evaluasi untuk 

peningkatan proses yang lebih baik kedepannya. 
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